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RINGKASAN 

Abstrak: Kemiskinaan pada urgensinya mendapatkan suatu perhatian dalam 

penangganan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini pemerintah kelurahan 

mengupayakan penanggulangan kemiskinan melalui lembaga masyarakat dengan 

tujuan pelayanan publik dalam upaya penenggulangan kemiskinan, terdapat pada 

pelayanan pusat kesejahteraan sosial yang menjadi upaya dalam penangganan 

kemiskinan. Proteksi sosial tersebut tertuang pada Peraturan Presiden tentang 

percepatan penanggulangan kemiskinan  No. 15 Tahun 2010, serta berdasarkan 

pelayanannya tertuang pada Undang-Undang pelayanan publik No. 25 Tahun 

2009.  

Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan 

data wawancara, dokumentasi, observasi, dengan teknik penentuan informan 

purposive sampling. Keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dengan 

melakukan  pengecekan data yang didapatkan. Analisa data penelitian 

menggunakan model analisis Sugiyono yang terdiri atas  Data Reduction, Data 

Display, Data Collecttion.  

 Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan publik melalui pusat 

kesejahteraan sosial berlokasi di pemerintahan Kelurahan Purwantoro dalam 

upaya pelayanan administratif, barang, dan jasa meliputi fasilitas bantuan yang 

diberikan kepada  masyarakat miskin hal ini berpandangan pada kesejahteraan 

masyarakat degan memahami fenomena yang terjadi.  Berdasarkan 

pengelompokan masyarakat yang dilakukan untuk memfasilitasi pelayanan 

puskesos meliputi KIS, PKH, Lansia, RLTH, RASDA, BPNT, jumlah penerima 

pelayanan bagi masyarakat miskin 1.063 jiwa ditemukannya data bahwa 

masyarakat miskin masih dalam jumlah besar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Kemiskinan merupakan masalah yang urgen dan merupakan masalah yang 

dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia. Upaya pemerintah  dalam 

pengentasan kemiskinan berwujud pada panduan pembentukan SLRT dan 

Puskesos Dirjen pemberdayaan sosial dengan peyenggaraan pelayanan secara 

utuh diberikan kepada masyarakat berkebutuhan, mempersiapkan kebutuhan 

masyarakat dengan usulan-usulan secara efektif dalam penyaluran, mekanisme 

sebagai upaya masyarakat untuk mendapatkan Id-BDT sebagai masyarakat 

miskin, memberikan informasi secara akurat terhadap bantuan sosial yang 

menjadi usulan-usulan, prosedur pelayanan dan prosedur dalam pendaftaran 

terhadap masyarakat, serta fasilitas bantuan yang akan disalurkan. 

Menurut PerPres tentang Pecepatan Penanggulangan Kemiskinan No. 15 

Tahun 2010, upaya peraturan ini merupakan suatu akses pelaksanaan pelayanan 

sosial dan monitoring teknik pelaksanaan  penanganggulangan kemiskinan bagi 

kesejahteraan sosial, hal ini yang berpandangan bagi pemerintah untuk 

meminimalkan buruknya rahabilitas proteksi sosial. Fenomena ini dipandang 

sebagai masalah terutama dengan semakin banyaknya permasalahan sosial 

ekonomi yang ditimbulkan. Modernisasi sering kali dituding sebagai objek 

masalah, perkembangan daerah  secara pesat mengundang terjadinya urbanisasi 

secara langsung terhadap daerah kumuh yang identik dengan kemiskinan.



  Proses penanggulangan kemiskinan ini berdampak pada keberlangsungan 

pelaksanaan kegiatan pelayanan diatur dalam Undang-Undang penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial Nomor 11 Tahun 2009. Menurut undang-undang tersebut, 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang terarah kepada suatu 

objek yang akan terjadinya proses kegiatan, dengan terpadunya sistem tata laksana, 

masyarakat dan pemerintah daerah menjadi keseimbangan penyelenggaraan 

pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi 

jaminan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial. 

Pelayanan sosial dalam arti luas merupakan pelaksanaan kegiatan yang mencangkup 

kearah pengembangan, terlihat pada pelayanan kesejahteraan sosial dalam bidang 

ekonimi, kesehatan, keluarga miskin, cacat, pendidikan, dan tunasosial. Terciptanya 

pelayanan sosial berbasis penanggulangan kemiskinan menjadi proteksi utama bagi 

pemerintah.  

Perkembangan di Kota Malang  mengalami kemajuan, mulai dari bidang 

ekonomi, transportasi, kesehatan hingga pendidikan, kemajuan dan perkembangan 

dari Kota Malang dapat kita ketahui melalui pendapatan perkapita yang mencapai 

Rp1,9 Triliyun pada tahun 2018. Meskipun pertumbuhan pendapatan per kapita Kota 

Malang di atas rata-rata nasional pada tahun 2018  masih terukur bahwa 

ketidakmampuan mengurangi angka kemiskinan. Faktanya, menurut Basis Data 

Terpadu (BDT) kelurahan Purwantoro pada Tahun 2019 Semester I jumlah warga 

miskin (gakin) Sebanyak 1.063 jiwa oleh karna kebutuhan ekonomi dalam memenuhi 

kebutuhan sehari-hari dan berjangka. 



Salah satu program pemerintah yang sedang berkembang secara tepat dan terus 

disempurnakan mengenai kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan basis data 

terpadu  adalah Pusat Kesejahteraan Sosial. Program ini menjadi salah satu motor 

penggerak terciptanya kemandirian  pemerintah daerah serta masyarakat dalam 

menanggulangi kemiskinan secara berkala  melalui Puskesos, berdasarkan BDT dapat 

memperbaiki penghasilan berhubungan dengan jaminan dan bantuan finansial, seperti 

KIS, BSP, RLTH, PKH, KIP. dan bantuan bagi keluarga-keluarga miskin, penyediaan 

seperti itu bertujuan untuk memberikan perlindungan ekonomi serta memelihara 

standar hidup minimal. 

Permasalahan mengenai pelayanan kesejahteraan sosial masih menjadi 

tantangan  Pemerintah Kelurahan yang nantinya diharapkan mampu menghasilkan 

Problem Solving dalam hal pelayanan sosial, menurut Undang-Undang Pelayanan 

Publik No. 25 Tahun 2009, mewujudkan peyelenggaraan pelayanan yang baik. 

Pelaksanaan Pelayanan publik juga tidak akan terlepas dari aktifnya monitoring 

penanggulangan kemiskinan. Baik pemerintah maupun masyarakat, secara utuh 

memiliki keseimbangan berlangsungnya proses pelayanan, persiapan, mekanisme, 

informasi, prosedur serta fasilitas guna mewujudkan penanggulangan kemiskinan 

dengan tujuan menjadikan pemerintahan yang baik. Berdasarkan latar Belakang 

diatas, peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti terkait pelayanan Puskesos yang 

berjudul “Pelayanan Publik Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui 

Pusat kesejahteraan sosial (Studi  di Kelurahan Purwantoro Kota Malang)”. 

 



1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang diatas peneliti menuraikan  rumusan masalah 

adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana Pelayanan Publik Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan 

Melalui Pusat kesejahteraan sosial  Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing 

Kota Malang ? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Pelayanan Publik Dalam Upaya 

Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat kesejahteraan sosial Kelurahan 

Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang ? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahui Pelayanan Publik Dalam Upaya Penanggulangan 

Kemiskinan Melalui Pusat kesejahteraan sosial di Kelurahan Purwantoro 

Kecamatan Blimbing Kota Malang.  

2.   Untuk mengetahui Faktor-faktor pendukung dan penghambat Pelayanan Publik 

Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat kesejahteraan sosial. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

 Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

yaitu : 

1. Manfaat Akademis 

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat  bagi perkembangan Ilmu 

Administrasi Publik dalam bidang pelayanan publik, sebagai bahan acuan atau 



referensi guna menambah dan memperkaya kajian tentang Pelayanan Publik 

Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Puskesos. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi instansi, hasil penelitian dapat diharapkan menjadi masukan dalam  

pelayanan publik  guna meningkatkan kesejahteraan sosial. 

b. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi 

mengenai pelayanan kesejahteraan sosial dalam penanggulangan 

kemiskinan. 

c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian dapat bermanfaat bagi peneliti 

selanjutnya serta menjadi bahan pertimbangan, masukan dan tambahan bagi 

peneliti yang akan meneliti masalah serupa. 
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